
 
 

 
Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project Liaison 
Operating Procedure for Managing Regulatory and Project Liaison Activities 

 
 

Pernyataan Statement 

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas 
Regulatory and Project Liaison ini disusun 
oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. sesuai 
dengan proses bisnis perusahaan dan 
mengacu pada regulasi serta standar yang 
relevan terkait perizinan proyek, pengadaan 
tanah dan penanganan/pengelolaan masalah 
sosial. Pedoman ini merupakan bukti dari 
komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk 
untuk menjaga dan memastikan kelancaran 
serta kepatuhan proyek infrastruktur 
terhadap regulasi yang berlaku. 

The Operating Procedure for Managing 
Regulatory and Project Liaison Activities is 
prepared by PT Perusahaan Gas Negara Tbk. 
in accordance with the company’s business 
processes and referring to relevant 
regulations and standards related to project 
permits, land acquisition, and 
handling/management of social issues. This 
guideline is evidence of PT Perusahaan Gas 
Negara Tbk’s commitment to maintain and 
ensure the smoothness as well as compliance 
of infrastructure projects with applicable 
regulations. 

 

Pendahuluan Introduction 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang 
selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah 
menyatakan komitmennya untuk 
mewujudkan proses bisnis berkelanjutan 
yang bertanggung jawab kepada lingkungan 
dan masyarakat. Guna melaksanakan visi 
tersebut, PGN menyusun Prosedur Operasi 
Pengelolaan Aktivitas Regulatory and Project 
Liaison. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan 
dalam rangka pemberian layanan oleh Divisi 
Regulatory and Project Liaison (RPL). Fungsi 
RPL mencakup tiga layanan utama yaitu 
mengurus legalitas proyek sesuai regulasi 
melalui sistem Online Single Submission 
(OSS), menyediakan lahan proyek melalui 
pembebasan atau sewa tanah, serta 
menangani dampak sosial. 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, hereinafter 
referred to as “PGN,” has declared its 
commitment to realizing sustainable business 
processes that are responsible to the 
environment and society. To carry out this 
vision, PGN has prepared the Operating 
Procedure for Managing Regulatory and 
Project Liaison Activities. This document 
serves as a reference for the services 
provided by the Regulatory and Project 
Liaison (RPL) Division. The functions of RPL 
include three main services, namely 
managing project legality in accordance with 
regulations through the Online Single 
Submission (OSS), providing project land 
through land acquisition or leasing, and 
handling social impacts. 

 
 
 
 



 
 

 

Definisi Definitions 

●​ BAST 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 
antara Pemohon dan Divisi RPL 

●​ Pemohon 
Satuan kerja di lingkungan proyek 

●​ Sistem OSS (Online Single 
Submission) 
Sistem perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik yang 
dikelola oleh Kementrian Investasi 
dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi 
Penanaman Modal). 

●​ BAST​
Minutes of Handover between the 
Applicant and the RPL Division 

●​ Applicant​
Working unit within the project 

●​ OSS System (Online Single 
Submission)​
Electronically Integrated Business 
Licensing System managed by the 
Ministry of Investment and 
Downstreaming/Investment 
Coordinating Board (BKPM). 

 

Prosedur Pengurusan Perizinan Proyek Project Licensing Procedure 

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses 
pengurunan prizinan proyek adalah sebagai 
berikut: 

1.​ Pemohon menyampaikan Nota Dinas 
kepada RPL yang memuat deskripsi 
proyek dan peta tapak format SHP 
(Shape File).   

2.​ RPL dapat mengundang Pemohon 
untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan 
perizinan sesuai kelengkapan yang 
dipersyaratkan OSS. 

3.​ RPL melaksanakan proses 
pengurusan izin dan berkoordinasi 
dengan satuan kerja terkait.   

 
4.​ Jika terjadi perubahan proyek, 

dilakukan pembahasan ulang bila 
diperlukan.   

5.​ RPL menyampaikan progres 
pengurusan izin kepada Pemohon.   

6.​ Setelah semua izin selesai, RPL dan 
Pemohon membuat BAST. 

The stages to be carried out in the project 
licensing process are as follows: 
 

1.​ The Applicant submits an Official 
Memorandum to RPL containing the 
project description and site map in 
SHP (Shape File) format. 

2.​ RPL may invite the Applicant for 
discussions and finalization of 
licensing requirements in accordance 
with OSS. 

3.​ RPL carries out the licensing process 
and coordinates with the relevant 
work units.​
 

4.​ If project changes occur, 
re-discussions are held if necessary.​
 

5.​ RPL conveys the progress of the 
licensing process to the Applicant. 

6.​ After all licenses are completed, RPL 
and the Applicant prepare the BAST. 

 
 
 
 



 
 

 

Prosedur Pengadaan Tanah Land Acquisition Procedure 

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses 
pengadaan tanah adalah sebagai berikut: 

1.​ Pemohon menyampaikan Nota Dinas 
kepada RPL berisi peta tapak format 
SHP dan pilihan prosedur pengadaan 
tanah (pembebasan atau sewa). 

 
2.​ RPL dapat mengundang Pemohon 

untuk diskusi dan finalisasi kebutuhan 
serta tahapan pengadaan sesuai 
regulasi. 

 
 

3.​ RPL melaksanakan proses 
pengadaan tanah dan berkoordinasi 
dengan satuan kerja terkait. 

4.​ RPL menyampaikan progres 
pengadaan tanah kepada Pemohon. 

5.​ Setelah pengadaan tanah selesai, RPL 
dan Pemohon membuat BAST. 

The stages to be carried out in the land 
acquisition process are as follows: 

1.​ The Applicant submits an Official 
Memorandum to RPL containing the 
site map in SHP format and the 
chosen procedure of land acquisition 
(release or lease). 

2.​ RPL may invite the Applicant for 
discussions and finalization of 
requirements and stages of 
acquisition in accordance with 
regulations.​
 

3.​ RPL carries out the land acquisition 
process and coordinates with the 
relevant work units. 

4.​ RPL conveys the progress of land 
acquisition to the Applicant. 

5.​ After land acquisition is completed, 
RPL and the Applicant prepare the 
BAST. 

 

Prosedur Penanganan/Pengelolaan 
Permasalahan Sosial 

Procedure for Handling/Managing 
Social Issues 

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses 
penanganan dan pengelolaan masalah sosial 
adalah sebagai berikut: 

1.​ Pemohon menyampaikan Nota Dinas 
kepada RPL berisi informasi jenis, 
lokasi, waktu, pihak terkait, dan 
dokumentasi masalah sosial. 

 
2.​ RPL dapat mengundang Pemohon 

untuk klarifikasi dan finalisasi 
penanganan masalah sosial. 

3.​ RPL melaksanakan proses 
penanganan dan berkoordinasi 
dengan satuan kerja terkait. 

4.​ RPL menyampaikan progres 
penanganan kepada Pemohon. 

The stages to be carried out in the process of 
handling and managing social issues are as 
follows: 

1.​ The Applicant submits an Official 
Memorandum to RPL containing 
information on the type, location, 
time, related parties, and 
documentation of the social issue. 

2.​ RPL may invite the Applicant for 
clarification and finalization of social 
issue handling. 

 
3.​ RPL carries out the handling process 

and coordinates with the relevant 
work units. 

4.​ RPL conveys the progress of handling 
to the Applicant. 



 
 

 

5.​ Setelah penanganan selesai, RPL dan 
Pemohon membuat BAST. 

5.​ After handling is completed, RPL and 
the Applicant prepare the BAST. 

 

Kesimpulan Conclusion 

Prosedur Operasi Pengelolaan Aktivitas 
Regulatory and Project Liaison yang disusun 
merupakan wujud komitmen PGN dalam 
memperkuat aspek tata kelola dan dampak 
sosial proyek. Melalui pengurusan perizinan 
berbasis OSS, pengadaan tanah yang sesuai 
regulasi, serta penanganan permasalahan 
sosial secara terstruktur, PGN memastikan 
bahwa setiap proyek infrastruktur dijalankan 
secara legal, transparan, dan bertanggung 
jawab. Inisiatif ini mencerminkan komitmen 
PGN untuk membangun proyek yang tidak 
hanya efisien secara operasional, tetapi juga 
berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi 
masyarakat dan lingkungan. 

The Operating Procedure for Managing 
Regulatory and Project Liaison Activities is a 
form of PGN’s commitment to strengthening 
governance aspects and the social impact of 
projects. Through OSS-based licensing 
management, land acquisition in accordance 
with regulations, and structured handling of 
social issues, PGN ensures that every 
infrastructure project is carried out legally, 
transparently, and responsibly. This initiative 
reflects PGN’s commitment to developing 
projects that are not only operationally 
efficient but also sustainable and positively 
contributing to society and the environment. 
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